BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI STTUBONIN)
NOMOR DZ TALIUN 2011

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGAHRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingak

KABUPATEN SITUBON DL TATIUON ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUIEAN YANG MAHA ESA

BUPA'TT S1TUBONDUO,

a. lahwa pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Momar 32 Tahun 2004 teatang

Pemerintahan Daerah sebagaimana lelzh diubah dengan Undang-Undung
Momar 12 Tahun 2008 lentang Petubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 ‘Tatun 2004 (entany Pemerintahan Daerah, menyatakan apabila
Devan Perwiakilan Rakyat Dacrah (DPRD) sampai hatas waktu vang
ditetapkan tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Therah
terhadup Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Dagrab (APBD), Kepald Ducrah melaksanakan penpeluaran
welinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran scbelumnya
unluk mrembiavai keperlvan sctiap bulan vang disusun dalam Rancangan
Peraturan Kepala Daetah tentag APBL.

b. bahwia sehubungan sampai saal i Rancangan Peramuran Daerah tentang

APBD Tahun Anggaran 2011 belum ditetapkan, maka untuk memperoleh
perselujuan  Gubernur Jawa Timur guna melaksanakan pengeluaran
setinggi-tingginya sehagaimana dimaksud pada huruf &, perlu menetapkan
Peraturan Bupat Sitvbendo tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belagja Daerah Kabupalen Situbondo Tahun Anggaran 2071,

1. Undang-Undang Momor 12 Tahun 1950 temtang  Pembentukan

Davrab- dacrah Kabupaten dalam  lingkungan  Propins: Jaws Timur
( Tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
‘Vambahan Lembaran Mepara Republik Indooesia Noimor 9) ;

Undang — undang Nomor 12 Tahun 1485 tentang Pajik Bumi dan

Bangunan { Lembaran  Neguru  Republik Indonesia Tahun 1985

Nomor 68, Tambahan [embaran Megara Republik [ndoncsia Nomor
3312 ) sebagaimana tclah divbah dengan Undang —undang Nomor 12
Tahun 1994 {emtang perubahan alss Undang-andang Nomor 12 Tahun
1983 tentang Pajak Buomi dan Bangunan  { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Namor 3569 ) ;

. Undang - undang Nomor 21 Tabhun 1997 lentang Bea Perolchan Hak

Adas Tanah dan Banguoan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Bomeor 44, lambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tabun
2000 tentang Bea Peralehan 11ak Atas Tunah dan Bangooan (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahon 2000 Nomer 13U, Tambakan
[embaran Megara Nomor 3839):



1¢.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

. Undang — undang Momor 28 Tahun 13%0 tentang Penvelenggaraan

Negara yang Borsih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{ Lembaran MNegara Bepublik Indomesia Tahom 1999 Nomor 75,
Tambahan [ ambaran Nepara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2008 izntang Program Pembangunan
Masional (Lembaran Megara Kepublik Indencsia Tahan 2KN) Nomor
206, Tamlbahan Lemnbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3952),

Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 teitang Keuanpan Nepara
{ Tembaran Negara Republik [ndomesia Tahunm 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )

Undang — undang Nemor | Tahon 2004 tentang, Perbendaharuan Negara
{Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambuahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - undeng Noemor 10 Tahun 2004 wentang Pembentukan
Paraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Nzgara
Republik [ndonesia Nomor 4391 ¥ ;

Undang ~ undang Nowpor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tangpung Jawih Keuangan Megara ( Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 66, Tambuahan
Lembaran MNegara Republik Lodonesia Nomor 4400 ) ;

Undang — undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nusional ( Lembaran MNogara Republik Indonesia Tahon
2004 Nomar 104, Tambahan Tembaran Negura Repubhk Indonesia
Nomor 4421 ) ;

Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megara Republik lodoncsia Labun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4437)
scbagaimana telal diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 ienlang Perubahun Kedus Atas Undang-Undung Nomer 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[hdonesia Tahun 2008 Nomor 5%, Tambahan Lembaran Negara
Bepublik Indooesia Noroor 4844);

Undang — undang MNomor 33 Tahun 2004 teptang Perimbangan
Keuangan Antara  Pemerintah  Pusit  dan  Pemenntahan  Daerah
{ Lembaran Mesara Repoblik Indonesia Tabhun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Megars Republik Indonesia Nomor 4438 )

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 icnlang Pajak Daerah dan
Reiribusi Duerah (Lembuarun Megars Republik Indeoesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Tembaran Negurs Republik Indonesia Nomeor
50497 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tammn 1972 lenlang Perulrahan
Nama dan Pemindaban Tompat Kedudukan Pemerintah  Daerah
Kabupaten Panarukan { Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
1972 Nomor 348 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomar (¥ Tahun 2000 lenlang Kedudulan
Keuvangan Kepala Dacrah dan Wakil Kcpala Daerah ( Lembaran Neygara
Tuhun 2000 Nomor 210, Tambaluo Lembaren Nepara Nomor #0238 ) .

Peraluran Temerintah Nomar 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Pratokoler dan Kcuanpan Pimpinan dan Angpota Dewan Perwakilan
Rakyal Dacrah (Lembaran Nowara Republik Indenesia Tahun 2004
Nomor %), Tambahan Lembaran Negura Republik ledoncsia Nomor
44 16} sebugaimana 1elah heberapa kali diubah lerakhir dengan Peraturan
Pemenntash Nomor 21 Tahun 207 tentung Perubahan keliga atas
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13.
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21.
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24,

26.

27,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tabun X4 tentang
Kedudukan Pratokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anpgota Dewan
Ferwakilan Rakyal Daerah [ Lembaran Negara Bepublik  Indooesia
Tahun 27 Nomor 47, Tambahan [embaran Negam  Republik
indonesiz Namor 4712 ) ;

Peraturan Pemerintzh Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Lavanan Umum  (lzmbaran  Megara Republik
Indonesia Tahun 205 Nomor 45, Tambaban Lombaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4502) ;

Peraturan Pomcrninlah Nomor 24 Talwn 2005 temtang  Standar
Akuntansi Pernerinlahan (Lemburan Negara Repuldik [ndooesia Tahun
2005 Womor 49, Tambahan Tembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503) ;

Peraturan Pemerintai Momor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
{Lombaran Negarn Republik [ndoncsia Tahun 2005 Nomor 136,
Tamhbahan T embaran Neguara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

. Peraturan Pemerintah Momor 35 Tahen 2005 tentang [dana Penmbangan

{Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahan 2HH)S Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Momor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahon 2005 tenrang Sistem [nformasi
Eevangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45763 ;

. Perawran Pemeringh Nomor 57 Tahun 2003 tentimg Hibuh kepada

Diserah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139,
Tambahan [ embaran Negura Republik Indonesia Memor 4577)
Peraiuran Pemerintsh Nomor 58 Tabuo 2005 tentang Pengelolaan
Kcvangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2005
Nomor 140 Tambahan Lombaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578) ;

Peraturan  Pomocrintah Nomor 65 Tabun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran
MNegira Republik  Indonesia Tahun 2005 Nowor 150, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4583) ;

. Peraturan Pemerintih Nomor 72 Tahun 20015 wentang Desa (Lembaran

Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembarun Megara Nomor 4587 2

Pcratwran  Pemerintah Nemor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan  dun Pengawasan Penyclenggaraan  Pemerintah  Daerah
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1685,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indiomesia Nomor 4593 )

Peraturan  Pemerintah Namor 8§ Tahun 2K teotang  Pelaporan
Keuvangan dan Kinerja Lnstansi Pemerintah (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, lambuban Lembaran Negara
Repuhlik Indanesia Nomaor 46143 ;

. Poraturan  Pemcrintah  Nomoer 3 Tabun 2007 cemiang  1.apuran

Penyelengguraan Pemenintaban Dacrah kepada DPRLY. dan lnformasi
Laparan Penyelenggaraan Pemerinlabun Dacrah kepada Masyarakat
{(Lembaran Negars  Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 19,
Tumbahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomaor 4643% |

. Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tahun 2007 lenlang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintshan Daerah Propinsi, dun
Pemcrintahan Dacrab  Kabupaten/Kote (Lembaran Negura Republik
Indoncsia [Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4737} 5
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Peraturan Pemerintabh Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Megara/Dacrab (Lembaran NMegara Repullik indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lemhivan Nepara Republik Indimesia Momor
4738);

Paraturan Pemerintah Nomor 5 Tahon 2009 rentang Bantuan Keuangan
Eepada Parlai Poliik {Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun

268 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik lodonesia
Nomaor 4972) ;

2. Peraturan  Presiden Momer 108 Tabun 207 lenlany Twyangan

Eependidikan bagi Guru, Kepala Sckolah, Pongawas dan Penilik ;

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tzhun 2006 fentang
Pedoman  Pengelolusn Kevangsn Duerash sebagaimana wlah diulah
dengan Feraturan Menten Dalam Negen Nomar 59 Tahun 20007 Lentang
Peruhahan Atas Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pedoman Poengololaan Keuangan Dacrah

Peraturan Menteri Dalan MNegerni Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampusn Kewangan Duerah, Peoganggaran dan
Pertanopungjawaban  Penpgunaan  Belanjs  Penunjurg  Operasiunal
Pimpinan DPRD scria Tats Cara Pengembalian Tunjangan Komunikas
Intensif <tan Dana Operasional ;

Peraturan Menleri Datarn Negen Nomor 25 Tahan 2009 teotang
Pedoman Fenyusunan Angearan Pandapatan dan Belanja Daerabh Tabhun
Anggaran 2011

Perauran  Menteri  Keoangan Nomeor  S4PMENT2008  leolang
Penggunasn Duna  Bagt Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas
Penyalahgunaan Alokasi Dana Bapi Hasil Cukai Tembakau ;

. Peruturan Menten Keoangan Nomor 138/PMEO7/2009 tentang Batas

Maksimal Komulatif Defisit APBIY, Batas Maksimal Tiefisit APBD
masing masing Dacrah dan Batas Maksimal Kumularnf Pijaman Daerah
Tahun Angparan 2010;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondn homor 3 Tahun 2005 testang
Dana Cadanpan Pemerintah Kabupaen Sitwbondo sebagaimana tclah
divbah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Situbonde Nomar 7 Tabun
2007 tentang Perubahan atas Peraluran Daersh Kabupaten Situbondo
Nomor 3 Tabun 2003 tentang Dana Cadangan Pemeriniah Kabupaleo
Situbondo  (Lembaran  Daerah Kabupaten Situbondoe Tahun 2007
Momor 7Y

Peraturan Duerash FKabupaten Situbonde Nomer 53 Tahun 2003 tentang
Pendinan Pereroan Terbatus {PT) Bank Perckredilar Rakyat (33FE)
Svariah sehapaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sitvbondo Nemar 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Dagrah Kabupaien Silwhondn Nomar 5 Tahoan 2002 tentang Fendirian
Pcrscroan Terbatas (PT) Bank Perkieditan Eakyat (BPRY Svariah
{Lembaran Duerah Kabupalen Silubondo Tahun 2007 Nomor 5] ;

. Perawran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahon 2005 tentang

Kedudukan Protokoler dan Kenangan Pimpinsn dan Angpota Dewan
Parwakilan Rakyat Daerah (PRI Kabupaten Sitabondo { Lembaran
DPacrah Kabupatcn Situbondo Tahun 2005 Scri A Nomar 0 )
sebagmimana lelah divbal Jenpan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahuon
2005 lentang Perubahan alss Feraluran Dacral Nomor | Talmn 2005
teniang Kedodukan Prolokoler dim Kepungan Punpman dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakwat Daerah (DPRID) Kabupdalen Situbondo
( Fembaran Daerah Tahun 2005 Seri A Nomoar 6) @



Menetapkan

41.
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43,
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48.
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Perulurin Daerabh Kabupateo Situbondo Nemor 1 Tahua 2006 tenisng
Bencana Pembanpunan Jangks Menengah Daerah {RPIMD)} Kabupaten
Situbonde  Tahun 24Ky — 2010 (Lentbaran Dacrah  Kabupaten
Silwhondo, Seri A MNomor 1) @ scbagaimana telab diubah dengan
Peraturan Dacrah Kabupalen Silubondo Nomar 4 Tahun 2009 tentang
Ferubahan Atas Peraluran Duaerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tabun
206 ntang Reocana Pembangunan  Jangka Meneogab Paerah
{(RPIMD) Kabupaten Sitthondo Tahun 2006 2010 (Lambaran Craerah
Eabupaten Situbando Tahun 2009 Momor 43;

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomaor 2 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Kevangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah
{[Lembaran Dagrah Kabupaten Situbondo, Seri E Nemor 1) ;

Peraturan Dactah Kabupaten Situbondn Nomar 4 Tabun 2006 tentang,
Banluan Kevangan kepada Paren Politik {Lembaran Dactah Kabupaten
Situbondo, Seri E Nomor D3) ;

Peraturan Daerah Kabupalen Situbendo Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Perencangun  Pembanpuman Desa  (Lembaran Daersh  Kabupaten
Sitvbonde Tahun 2006 Noamor 13)

5. Peratvran Daerah Kabupaten Situbonde Nomor 6 Tabun 2007 tenlang

Pendirian PT. Radi¢ Suara Situbondo (Tembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahan 2007 Nomor 6)

Feraturan Daerah Kabupalen Situbondo Nomar 13 Tabhun 2008 tentanp
Urnsan Pemerintah Kabupaten Situbondo {Lembaran Daersh Kubupalen
Stubondo Tahun 2007 Nomor 6)

Foraluran Daerah Kabupaten Situboado Nomor 13 Tahan 2008 tentang
Pokok Pokok Pengeloluan Kevangan Dacrah [Lembaran Daerah
Kabupaicn Situbondo Tahun 2008 Noemor 13%

Peraturan Dacrah Kabuparen Situbonde Nemor 01 Tahun 2010 tentang
Inventasi Daerah  Kabupaten Siubonde Tahun  Anggaran 20100
(Lernbaran Daerah Kabuopaten Situbondo Tabun 2010 Nomor 01}

Peraturan Daerah Kabupawn Situbondn Nomor 04 Tahun 2010 tentang
Pcrubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD}
Kibupaten Situbondo Tabknn Angparan 2010 (Lembaran Uaerah
Kiobupaten Situbondo Tabuo 2010 Nomuor 04).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN

PENDAFPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITURON
L PAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1
Anggaran Pemndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Sctetab
Perubahan sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah Rp. £74.388.428.190,37
2. Balanja Dagrah Rp.  754.8B3.967.566,24 (-)
Surplus/(Delisil) Rp. {A0.495.532.375,87)
3. Pembiayasn Daerah :

4. Ponerimaan Rp, 127.998.895.540,87
b. PFrogeluaran Rp. 3.HT5.000.0040,00 (-)

Pembiayaan Netlg Rp.  124.123.895.54(L87 {-)

Sixa Lebih Pembiayoan Anggaran  Rp. 43.625.336.163,00
Tahun Berkcnaan



Pasal 2

Dani jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Angparan tahon berkenaan (SILPA)
scbesar Rp. 43.628,356.165,00 sebapaimana dimaksud pada Pasal 1 angka
3, musih dalam prozes hukmm sehingga tidak dapat diperpumakan,

(1)

(2

(3)

(4)

(1)

()

Pasal 3
Pendapatan [aerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;
a.  Pendapatan Asli 1Jaerah Kp. 43.033.091.813.37
b. Duna perimbangan Rp. 535.082.983.448,0)
¢. Lam-tawn pendapatan dacrah
valg sah Rp. 06.272.352.929.(0

P'vodapatan Asli Daerab sebaguiounas dimaksud pada ayat (1Y humf a
terdiri dart jenis pendapatan :
o, Pajak dacrah Rp. 8.252.787.060,00
b. Relribusi dasrah Rp. 7. 458.355,50
¢.  Hasil pengeldiaan kekayaan

dacrab yuny dipisahkan Ep. 2.553.034.143,05
d. Lzin-lain pendapatan asli daerah

ying sah Rp. 24.519.812.254,582

Dana perimbangan sebagiimana diuoaksud pada aval {13 hurot b terdiri
dar: jenis  pendapalan

a. Dana bagi hasil pajak/Bagt

haxil bukan pajak Rp. 47.506.163.445,00
b. Dana alnkasi umum Rp. 44T RN ETE.WID,(H]
¢. Dana alokasi khusus scjunlah Rp. 30.967.200.000,H)

Lain-lain pendapatan dasrah yang sah schagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ terdici dari jems pendapatan ;
4. Hihah Rp. 0,00
b, Dana darural Rp. (1,00
C.  [dana bagi hasil pajak dari provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 3.433.9953.769.00
d. Dana penyesuaian dan Oonomi

Khusus Rp. 39.561.894,160,00
e. Bantuan keuangan dari propios atau

dan pemerintah Draerah lainnya Rp 25.726.460.000,00
L. Pendapatan lainnya Rp 550.000.000 (x)

Pasal 4

llelanja Daerah sebagaimana dimaksod dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah  Rp. 524.381.575.071,84
b. Belanja Lanpsung sejumlah Rp. 230.502.392.494 R0

Belanja lidak Langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlab Rp. 439.682.7THA (66,45
b, Belanja bunga sejumlah Rp. | 3.000.(00),(K)
¢. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
d. Belanju hibah sejumlah Rp. 44.369.971.515,00
e. Belanga bantuan sosial sejumlah Ep. 14.586.392.677.(X)
f.  Belaja bapi hasil sejumlah Rp. 0,00
2.  Belanjs bantuan kenangan sejumlah  Rp. 18.766.040.0001,00
h. Belanja tidak terduga scjumlah Rp. 3.961.402.812.90



(3) Belamja Langsung schagaimana dimaksud pada avat {1} huruf b terdiri
dari jems belangy

6. Helanja pegawai sejumlah Rp. 33.792.280.560,00
b. DBelama belanta barang dan jasa
sejumlah Rp. 0731838393900
¢.  Belanja modal scjurlah Rp . 9L.384.727.995 ¥
Pasal 5
(1) Fembiayaan Dacrah sebagaimuans dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
4. Penerimaan sejumlah Rp 127,908,895 340,87
b. Pesgeluaran scjumlah Hp. 3.875.000.000.00
{2) Pencrimaan scbagaimana dimaksud pada avar (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan

a. Sisa Lebih Perhitungan Angearan
Tahun  Angparan sebelumnya

{SILPA} scjumlah Rg. 111.960.395. 540,87
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp o © 12.IHRCOOZM, G
. Hasil penjuaian kekavaan Daerah

yaog dipisabikan sepumlah Rp. 0,00
d. Penerimasn pinjaman daerah

sejurmlah Rp. 1,00
¢. Penenmaan kembali pembetian

pinjaman sejumlah Rp. 3,400, D00, ()
f. Penerimaan piutang daerah sejurnlah Rp 638 SINLOHLLIN

{3} Pengeluaran sehugaimana dimaksud pada avat (1) huruf b terdin dari
jenis pembiayaan .

4. Pembentvokan danz cadangan

sejumlah Rp. ERULIRE DR CIRK
b, Peavertaan modal {inveslasi)
pemerintah daerah sejumlah Rp. S40O00. 0000
¢ Pembayaran pokok vlang sepamlah - Rp. 35.000.000,00)
d. Pembenan pimjamaen daeral sejumlah Rp. 0,00
Pasal b

Uraian lebik lanjul Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercanium dalam Lanmiran vang merupakan
bagian yang tidak icepisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari

1. LampiranI : Ringkasan Anggaran Pendapitsn dun Belanja
Dragrah,

2. Tampiran 11 © Ringkasan Angpgaran Pendapatan dan  Belanja
Dacrah menurul Urusan Pemerintahan Daerab dan
Organisasi;

3. [ampiran MMl : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belana Dacrah

menurut Urusan Pemerinlahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan. Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran 1Y : Rekapitulasi Belamja  menerut Urusan
FPemerintuhan Draerah, CIrganisasi,
Program dan Kegiatan,

5. Tampiran V : Rekapitulasi  Belunja Daersh Unptuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerinlahan Daerab dan
Fungsi dalam Keraogka Pengelolaon Kevangan
Mugara;



6. Lamypiran VI : Daftur Jumlah Pegawai per Golongan dan por
Taharan;

7. Lampiran VIL  :© Daltar piutang Daetah:

8. Lampiran VL[ : Dallar penvertaan madal {investasi) dacrah;

9. Lampiran [X  : Daflar perkiraan penambashan dan pengurangan
Aset Tetap Daerah,

10. Lamipiran X : Daflar perkirsan penambahan dan pengurangan
Asel linmmya;

11 Tampiran X1 : Mraftar kegiatan-kepiatan  tahun  anggaran

sebelumnya  yaog  belum  diseleswikan  dan
dianggaikan kembali dalum tahun angparan ini;

12. Lampiran XII . Daflar dana cadangan daerah ; dan
L3. Lampiran XIIl : Daftar pinjaman daersh dun obligasi daerah.

MFasal 7

Pelaksanaan APBD yany dilctapkan dalam peraruran ini dituangkan lebih
lanjul dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Sawan Kerja Pemngkat
Daerah sesual dengan keteatuan perundang - undangan,

Pasal §

Pengeluaran  selinggi-tingginya  untub keperluan  setfap  bulan
sebagaimuny lersebut pada Pasal 6 diprioritaskan untuk :

1. Brlama yang bersilal mengikat yaitn belanja vang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dislokasikan dalam jumlab yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam Tabun Anggaran 2011 seperti belanja
pegawyl serla belanja baraog dan jasa;

2. Belanja yang bersafat wajib  yuilu  belanja untuk  terdaminnya
kclangsungan pemenvhan pesdansan pelayanan dasar masyarakat
antara lain  pendidikan dan  keschatan  dan atay  melaksanakan
kewajiban kepadu pthak ketiga.

Ppsal 9

Peraturan Bupatt ini mulai berlaku pada tangeal ditetapkan

Agar senap crang dapat mnengetahuinys, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupali ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kahupaten Situbando.
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Drs, HADI WLNING, ST, VLM
Pembina Utama Muda
NIE. 19541010 197603 1 010

BERITA DAERAH KABRUPATEN SITURONDO TAHUN 2011 ¥OMOR 02

Disahkan dengan Kepitusan Gubernur Jawa Limur tanggal 5 Januari 2011 Nomor :
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